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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional sudah selayaknya terjadi di antara negara-negara
atau masyarakat internasional untuk mengembangkan negara atau memenuhi
kebutuhan masing-masing dalam maksud bekerjasama dalam mencari
keuntungan. Hubungan ini diatur dalam Konvensi Wina 1969 yang memberikan
pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua
negara atau lebih bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
Menurut Oppenheimer-Leuterpacht, perjanjian internasional adalah suatu
persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara
pihak-pihak  yang  mengadakannya. = Sedangkan  menurut  G.
Schwarzenberger, perjanjian internsional adalah persetujuan antara subyek-
subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang
mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral ataupun
multilateral 2
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah
perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat
dari hukum-hukum tertentu. Kemudian menurut hukum positif di Indonesia
sendiri, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk

dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara

tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

20 http://www.zonasiswa.com/2014/11/pengertian-perjanjian-internasional.html
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“Beberapa pengertian perjanjian internasional di atas menunjukkan bahwa
suatu kesepakatan disebut sebagai perjanjian internasional bilamana adanya
kesamaan unsur-unsurnya yaitu, adanya para pihak yang terlibat dalam perjanjian
atau subyek perjanjian yaitu, negara dalam arti luas lagi atau subyek hukum
internasional yang lainnya.”?!

Dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa dapat dikatakan perjanjian
internasional bilamana perjanjian tersebut diadakan oleh antar subyek hukum
internasional yang selama ini diakui sebagai anggota masyarakat internasional,
yaitu negara, organisasi internasional, Takhta Suci, International Committee of
The Red Cross (ICRC), Belligerent dan Individu secara terbatas.??

Sedangkan obyek perjanjian internasional adalah segala permasalahan yang
terkait hubungan antar negara, antar negara dengan organisasi internasional
ataupun antar organisasi internasional serta subyek hukum internasionalnya.
Obyek perjanjian internasional juga terkait segala permasalahan yang melintasi
batas negara ataupun membawa implikasi terhadap masyarakat internasional pada
umumnya.?®

Perjanjian internasional memiliki berbagai macam bentuk dan jenis atau
istilah tergantung pada fungsi dan isi materinya tanpa mengurangi maupun

merubah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berikut beberapa istilahnya:

a. Treaties (Perjanjian Internasional / Traktat)

2L Kholis Roisah, Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik, Setara Press,
Malang, 2015, h. 3.

22 |bid, h 5.

23 | bid.



18

“Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih
dalam bidang keperdataan. Terutama erat kaitannya dengan perjanjian

internasional.”?*

b. Convention (Konvensi)

Istilah konvensi dalam praktek pembuatan perjanjian internasional
biasanya digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang para pihaknya
mencakup multilateral. Konvensi, umumnya memberikan kesempatan
kepada seluruh masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas
dan pada umumnya konvensi berisi ketentuan, kaedah dan prinsip hukum

umum yang berlaku ke seluruh masyarakat internasional.?®

c. Agreement (Persetujuan)

“Pada prakteknya pembuatan perjanjian internasional persetujuan
umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding
materi yang diatur pada traktat atau dengan kata lain substansi atau
materi yang diatur dalam agreement bersifat khusus mencakup para pihak

saja »26

d. Charter (Piagam)

“Istilah charter atau piagam, biasanya digunakan pada perjanjian dalam

rangka pembentukan organisasi internasional. Istilah charter terinspirasi

dari perjanjian di Inggris tahun 1215 yaitu Magna Charta.”?’

Protocol (Protokol)

Zihttps://artikelarunalshukum.wordpress.com/2013/07/26/apa-yang-dimaksud-dengan-
traktat-yurisprudensi/

2 Kholis Roisah, Op. Cit., h. 6.

% |bid, h. 7.

27 |bid, h. 8.
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“Protokol adalah pesetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi.

Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran

klausul-klausul tertentu dari konvensi atau pembatasan-pembatasan oleh

negara penanda tangan.”?8

f. Declaration (Deklarasi)
Deklarasi adalah perjanjian yang berisi prinsip-prinsip umum hukum dan
istilah deklarasi biasanya digunakan untuk kesepakatan ataupun
pernyataan sikap para pihak yang dihasilkan dalam sebuah konperensi
internasional. Bedanya dengan perjanjian atau konvensi ialah deklarasi
isinya ringkas dan padat, karena hanya berisi prinsip-prinsip atauoun
ketentuan-ketentuan umum saja tidak memperinci secara tegas hak dan
kewajiban para pihak, serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan
yang hanya bersifat formal seperti surat kuasa (full power), ratifikasi dan
lain-lainnya.?®

g. Final Act
Final Act adalah suatu dokumen hasil akhir perundingan dalam rangka
pembuatan perjanjian internasional yang berisikan kesepakatan-
kesepakatan para pihak dalam suatu konferensi dan yang juga
menyebutkan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan yang
dihasilkan oleh konferensi tersebut. Istilah final act biasanya digunakan

untuk perjanjian internasional yang mana dalam satu naskah perjanjian

28 http://www.sridianti.com/istilah-perjanjian-internasional.html
29 Kholis Roisah, Op. Cit., h. 9.
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terdiri beberapa persetujuan dengan substansi materi yang berbeda-
beda.*

h. Agreed Minutes dan Summary Records
Agreed Minutes dan Summary Records adalah catatan atau notulasi
mengenai hal-hal yang telah disepakati para pihak dalam sebuah
perundingan dalam rangka pembuatan perjanjian internasional. Catatan
ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan rujukan pada perundingan-
perundingan selanjutnya.

i.  Memorandum of Understanding (MoU)
Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan
akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail,
karena itu dalam memorandum of understanding hanya berisikan hal-hal
yang pokok saja. Sedangkan mengenai lain-lain aspek dari memorandum
of understanding relatif sama saja dengan perjanjian-perjanjian lainnya.?

j. Arrangement
“Arrangement adalah perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan
pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian yang sudah ada
sebelumnya (perjanjian induk).”*?

k. Process-Verbal

%0 Ibid, h. 10.

31 1bid.

32 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, h. 91

3 Ibid. h. 11
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“Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam
pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik
administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.”*
I. Modus Vivendi
“Modus Vivendi merupakan kesepakatan awal dalam suatu perjanjian
dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan
terperinci. Biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak
memerlukan pengesahan.”®
2.1.2. Teori Traktat Antariksa 1967 (Space Treaty 1967)

The Outer Space Treaty was considered by the Legal Subcommittee in 1966
and agreement was reached in the General Assembly in the same year ( resolution
2222 (XXI)). The Treaty was largely based on the Declaration of Legal Principles
Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,
which had been adopted by the General Assembly in its resolution 1962 (XVIII) in
1963, but added a few new provisions. The Treaty was opened for signature by the
three depository Governments (the Russian Federation, the United Kingdom and
the United States of America) in January 1967, and it entered into force in
October 1967.3¢

Atau yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Traktat Antariksa dibuat oleh Panitia Hukum pada tahun 1966 dan
persetujuan tersebut dicapai oleh Majelis Umum di tahun yang sama (Resolusi

2222 (XXI)). Traktat tersebut secara luas berdasar pada Declaration of Legal

% Ibid, h.12
% Ibid.
3 http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
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Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
Space, yang mana telah diadopsi oleh Majelis Umum di dalam Resolusi 1962
(XVIII) in 1963, tapi ditambahkan beberapa ketentuan. Traktat tersebut telah
dibuka untuk ditandatangani oleh tiga Pemerintahan (Federasi Rusia, Inggris
Raya, dan Amerika Serikat) pada Januari 1967, dan traktat tersebut dijadikan
perangkat (hukum) pada Oktober 1967.

Outer Space Treaties (terdiri dari Space Treaty 1967, Rescue Agreement
1968, Liability Convention 1972, Registration Convention 1975 dan Moon
Agreement 1979) merupakan perjanjian internasional yang mengatur kegiatan
keantariksaan negara-negara. Salah satu prinsipnya menyatakan bahwa Negara
bertanggung jawab secara internasional terhadap kegiatan keantariksaan
nasionalnya (state responsibility), baik yang dilakukan oleh institusi Pemerintah
maupun swasta nasionalnya.®’

Dalam penjelasan umum UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Trakta
Antariksa 1967, penetapan Trakta Antariksa 1967 tersebut sebegai perjanjian
internasional sebagai penunjang pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa, yang
merupakan induk dari pengaturan internasional sejak 10 Oktober 1967.

“Ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal Space Treaty 1967 sedikit
banyakmenentukan tata tertib penggunaan ruang angkasa untuk kemanusiaan dan
perdamaian. Space Treaty hanya membatasi diri pada prinsip-prinsip yang
difatnya umum saja.”® Di dalamnya “...mengatur tentang status ruang angkasa,

bulan dan benda-benda langit lainnya, serta mengatur usaha-usaha dan kegiatan

37 http://mardianisdjamaan.blogspot.co.id/
38 Priyatna Abdurrasyid, Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya), Rajawali,
Jakarta, 1986, h. 15.
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manusia di ruang angkasa sekaligus menetapkan segala hak dan kewajiban

negara-negara.”® Tujuan utama pembuatan perjanjian tersebut adalah agar tiap

[3

Negara memanfaatkan ruang angkasa untuk maksud damai dan “...mencegah

negara-negara untuk menciptakan hubungan-hubungan kepemilikan dengan ruang

angkasa.” %

Dalam penjelasan UU No. 16/2002, Traktat Antariksa 1967 terdiri atas 17
pasal yang memuat prinsip-prinsip pokok yang berkaitan dengan hak, kewajiban,
dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan
penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, yaitu:

a. Kebebasan Eksplorasi dan Pengunaan Antariksa
Semua negara bebas melakukan eksplorasi dan penggunaan antariksa
tanpa diskriminasi berdasarkan asas persamaan dan sesuai dengan hukum
internasional. Negara-negara bebas melakukan akses pada benda-benda
langit.
b. Status Hukum Antariksa
Sebagai kawasan kemanusiaan (the province of all mankind), antariksa
tidak tunduk pada kepemilikan nasional, baik atas dasar tuntutan
kedaulatan, penggunaan, pendudukan, maupun dengan cara-cara lainnya.
c. Berlakunya Hukum Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
terhadap Antariksa
Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-
benda langit lainnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum
internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa demi
memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan
kerja sama dan saling pengertian internasional.
d. Pemanfaatan Antariksa untuk Kepentingan Semua Negara dan Maksud
Damai
Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa harus dilaksanakan demi
untuk kemanfaatan (benefits) dan kepentingan (interests) semua negara
tanpa memandang tingkat ekonomi atau perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologinya untuk maksud-maksud damai.
Perlindungan terhadap Antariksawan
Antariksawan merupakan duta kemanusiaan. Apabila antariksawan
mengalami kecelakaan, kesulitan atau pendaratan darurat di wilayah

®

39 Mieke Komar Kantaatmadja, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Mandar Maju,
Bandung, 1994, h. 152,
40 Agus Pramono, Op Cit., h. 58.
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negara lain atau laut bebas, maka negara tersebut harus memberikan
bantuan yang diperlukan dan mengembalikan antariksawan termasuk
benda antariksa tersebut ke negaranya.

f. Tangung Jawab Negara Secara Internasional
Setiap Negara Pihak memikul kewajiban secara internasional atas kegiatan
antariksa nasionalnya, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah
maupun nonpemerintah, dan menjamin kegiatan nasionalnya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Traktat
Antariksa 1967, Badan-badan nonpemerintah (swasta) yang hendak
melaksanakan kegiatan antariksa harus mendapatkan otorisasi dan
pengawasan secara terus menerus oleh negara yang bersangkutan.

g. Yurisdiksi dan Pengawasan
Setiap Negara Pihak yang memiliki dan mendaftarkan benda antailksa
tetap mempunyai yurisdiksi dan wewenang untuk mengawasi benda
antariksa yang diluncurkannya serta personel di dalamnya. Kepemilikan
benda antariksa atau bagian komponennya tidak dipengaruhi oleh
keberadaannya di antariksa atau di benda-benda langit atau pada saat
obyek antariksa tersebut kembali ke bumi.

h. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan
Setiap Negara Pihak yang melaksanakan kegiatan antariksa harus
mencegah terjadinya bahaya kontaminasi dan perubahan yang dapat
merusak lingkungan, termasuk lingkungan di bumi. Apabila suatu negara
mengetahui bahwa kegiatan atau percobaan yang dilakukannya atau warga
negaranya akan membahayakan atau mengganggu kegiatan negara lain,
maka negara yang melaksanakan kegiatan tersebut harus melakukan
konsultasi internasional. Negara Pihak mempunyai kesempatan untuk ikut
mengawasi setiap kegiatan suatu negara yang diperkirakan dapat
menimbulkan ancaman terhadap kegiatan suatu negara yang diperkirakan
dapat menimbulkan ancaman terhadap kegiatan eksplorasi dan
penggunaan antariksa untuk maksud damai.

i. Kerjasama Internasional
Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa,
Negara Pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip kerja sama dan
saling membantu, serta harus memperhatikan kepentingan yang serupa
dari Negara Pihak lainnya. Untuk itu Negara Pihak harus memberikan
kemudahan, mendorong dan meningkatkan kerjasama dan saling
pengertian internasional. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kerja
sama internasional tersebut, Negara Pihak harus mempertimbangkan hak
akses dari Negara Pihak lain berdasarkan asas persamaan dan timbal balik.

Subyek utama dari hak dak kewajiban adalah negara yang bertindak, baik
melalui instansi mereka atau badan swasta, orang, badan hukum. Kesepakatan

juga diberikan kepada kemungkinannya penugasan pekerjaan-pekerjaan tertentu
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kepada organisasi-organisasi internasional melalui mana negara bersangkutan
dapat menyalurkan usahanya.*

Walau demikian, negara tetap mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan-kegiatan di ruang angkasa, Kewajiban dan tanggungjawab ini pertama-
tama adalah kewajiban negara untuk memberitahukan masyarakat internasional
atau Sekretaris Jendreal PBB tentang adanya hal-hal yang luar biasa yang telah
diketemukan sewaktu penyelidikan-penyelidikan yang mungkin dapat merupakan
bahaya bagi jiwa dan kesehatan para astronot.*?

“Selanjutnya adanya kewajiban negara-negara pemilik pesawat angkasa
yang telah menempatkan stasiun-stasiun, alat-alat atau instalasi-instalasi di atas
benda-benda di langit agar memberi ijin kepada perwakilan-perwakilan negara-
negara lain untuk memasukinya.”*

“Berikutnya ialah adanya kewajiban untuk mempertimbangkan permohonan
negara lain agar diberi kesempatan menyaksikan peluncuran benda-benda ruang
angkasa yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan.”**

2.2. Penjelasan Konsep
2.2.1. Konsep Penyelamatan Keantariksaan

Kendaraan angkasa melibatkan teknologi yang tidak dimiliki oleh semua

negara, resiko bahaya yang dihadapi selama di angkasa, tekanan mental maupun

fisik yang dihadapi, langkanya peluncuran kendaraan ruang angkasa

menyebabkan astronot diakui sebagai duta manusia dari bumi. Peranan astronot

41 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum dan “Space Treaty 1967, Op. Cit., h. 48.
42 |bid, h. 49.

43 |bid.

4 Ibid, h. 50.
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sebagai duta umat manusia ke ruang angkasa, sepanjang mengenai keselamatan
hidup dan keselamatan mereka telah diatur dalam Outer Space Treaty dan secara
khusus dalam Rescue Agreement. Konvensi tersebut secara terperinci mengatur
pencarian, pertolongan terhadap pesawat angkasa dalam kecelakaan, bahaya dan
darurat.®

Tujuan persetujuan ini adalah memberikan perlindungan kemanusiaan dan
pengimplementasian standar penyelamatan tingkat tinggi bagian awak pesawat
yang mengalami keadaan bahaya atau mengalami kecelakaan atau kesulitan serta
jaminan bagi pengembalian benda-benda antariksa yang memasuki atmosfir bumi
ke negara peluncurnya.*t

Mengenai penyelamatan dalam kegiatan keantariksaan nasional termasuk
dalam peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan
Pertolongan. Definisi Penyelamatan atau dalam kata lain pencarian dan atau
pertolongan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 29 Tahun 2014 adalah segala usaha
dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia
yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana
atau kondisi membahayakan manusia.

Sedangkan definisi keantariksaan telah diatur dalam pasal 1 angka UU
21/2013 tentang Keantariksaan yaitu segala sesuatu tentang Antariksa dan yang

berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa. Dalam Traktat

4 Aryuni Yuliantiningsih, Jurnal Hukum: Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa
(Space Tourism) Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto, 2011.

4 Mardianis, Jurnal Hukum: Aspek Hukum Pemanfaatan Biak Sebagai “Intermediate
Based” Bagi Pengoperasian “Air Launch System” Rusia, Peneliti Pusat Analisis dan Informasi
Kedirgantaraan, LAPAN, h. 7.
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Antariksa 1967 sering disebut dengan rescue yang diatur dengan peraturan
pelaksana bernama Rescue Agreement 1968.

The Rescue Agreement was considered and negotiated by the Legal
Subcommittee from 1962 to 1967. Consensus agreement was reached in the
General Assembly in 1967 ( resolution 2345 (XXII)), and the Agreement entered
into force in December 1968. The Agreement, elaborating on elements of articles
5 and 8 of the Outer Space Treaty, provides that States shall take all possible
steps to rescue and assist astronauts in distress and promptly return them to the
launching State, and that States shall, upon request, provide assistance to
launching States in recovering space objects that return to Earth outside the
territory of the Launching State.*’

Atau yang bisa diterjemahkan sebagai berikut:

Perjanjian Penyelamatan dipertimbangkan dan dinegosiasi oleh Komite
Hukum dari tahun 1962 sampai 1967. Persetujuan umum dicapai oleh Majelis
Umum pada tahun 1967 (Resolusi 2345 (XXI1)), dan persetujuan telah dijadikan
perangkat (hukum) pada Desember 1968. Persetujuan tersebut, mengolaborasikan
elemen-elemen dalam Artikel 5 dan Artikel 8 pada Traktat Antariksa, menetapkan
bahwa tiap negara harus bertanggungjawab untuk menyelamatkan dan membantu
antariksawan di saat sulit dan dengan tepat mengembalikan mereka ke Negara
Peluncur, dan bahwa tiap negara harus, berdasarkan permintaan, memberikan
bantuan kepada Negara Peluncur untuk memperbaiki benda ruang angkasa yang

kembali masuk ke Bumi yang berada di luar wilayah yuridiksi Negara Peluncur.

47 http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introrescueagreement.html
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Artikel V dalam Traktat Antariksa 1967 menyebutkan:

States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of
mankind in outer space and shall render to them all possible
assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on
the territory of another State Party or on the high seas. When
astronauts make such a landing, they shall be safely and promptly
returned to the State of registry of their space vehicle.

In carrying on activities in outer space and on celestial bodies,
the astronauts of one State Party shall render all possible assistance
to the astronauts of other States Parties.

States Parties to the Treaty shall immediately inform the other
States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United
Nations of any phenomena they discover in outer space, including the
Moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to
the life or health of astronauts.

Jika artikel V di atas dikaji, maka pada dasarnya ada dua hal yang menjadi
prinsip utama dalam masalah keselamatan berkenaan dengan kegiatan ruang
angkasa. Pertama adalah bahwa negara peserta perjanjian harus memberi bantuan
kepada para stronot apabila terjadi kecelakaam yang berbahaya atau jika benda-
benda angkasa diluncurkan tersebut melakukan pendaratan dalam keadaan darurat
di wilayah yurisdiksi negara lain ataupun di atas laut bebas. Kedua adalah bahwa
negara peserta perjanjian harus memberitahukan kepada negara-negara lainnya
atau Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diketahui adanya
kejadian yang berbahaya di ruang angkasa, termasuk berbahaya terhadap
kehidupan dan/atau kesehatan para astronot.*®

Perjanjian ini merupakan hasil pembahasan di dalam Sub-Komite Hukum
UNCOPUOS dan akhirnya dapat dirampungkan pada tahun 1968. la mengatur

terutama:

48 Agus Pramono, Op. Cit., h. 98
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Kerjasama antarnegara atau organisasi-organisasi internasional
peluncur dengan pihak-pihak ketiga agar ikut serta di dalam usaha-
usaha penyelamatan awak pesawat ruang angkasa yang sedang
mengalami kecelakaan atau melakukan pendaratan di luar rencana;
Mengatur kewajiban negara-negara anggota untuk memberikan
bantuan di bidang “search and rescue” (SAR) terhadap awak pesawat
ruang angkasa yang melakukan pendaratan di lautan bebas maupun di
lokasi-lokaso yang tidak berasa dalam yurisdiksi negara asal;

Mengatur pengembalian awak pesawat tersebut dengan selamat dan
segera ke negara peluncur langsung atau melalui perwakilannya;
Mengatur kewajiban setiap negara anggota yang memiliki yurisdiksi
atas lokasi di mana benda “space object” atau bagian-bagiannya
diketemukan untuk mengambil langkah-langkah pengembaliannya ke
negara atau organisasi peluncur.*

Rescue Agreement 1968 mengandung prinsip-prinsip penyelamatan secara

konkret,

sehingga nampak adanya kepentingan bagi perlindungan para awak

pesawat ruang angkasa dan juga kepentingan negara yang meluncurkan benda-

benda angkasa tersebut. Prinsip-prinsip penyelamatan tersebut adalah sebagai

berikut:

1.

Setiap negara peserta perjanjian yang menerima informasi atau
menemukan personil kendaraan ruang angkasa dalam keadaan
menderita karena akibat kecelakaan atau mengalami keadaan yang
berbahaya dan/atau keadaan darurat atau mendarat tanpa sengaja di
bawah yurisdiksi suatu negara, maka segera:

a. memberitahukan negara peluncur, atau jika tidak mengetahui
identitasnya, segera mengumumkan kepada masyarakat bangsa-
bangsa dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada; dan

b. memberitahukan ke[ada Sekretaris Jendral PBB agar secepatnya
menyebarkan  informasi  kepada negara-negara  dengan
menggunakan alat komuniksi yang ada.

2. Jika awak pesawat ruang angkasa menderita keelakaan, berbahaya, dan

dalam keadaan darurat mendarat tanpa sengaja di wilayah yurisdiksi
negara peserta perjanjian, negara peserta perjanjian segera mengambil
langkah-langkah pertolongan untuk menyelamatkan dan
menyumbangkan bantuan yang dibutuhkan kepada mereka. Di samping
itu, juga harus memberitahukan kepada negara peluncur dan Sekretariat

Jendral PBB untuk mengambil tindak lanjut. Jika negara peluncur

49 Priyatna Abdurrasyid, Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya), Op., Cit.,

h. 22.
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menginginkan bantuan pertolongan untuk mendapatkan penyelamatan
secepatnya atau menghendaki bantuan tenaga pencarian dan operasi
penyelamatan, negara peluncur akan bekerja sama dengan negara
peserta perjanjian dalam pencarian dan operasi penyelamatan tersebut.
Operasi-operasi tersebut akan menjadi petunjuk dan kontrol bagi negara
peserta perjanjian, untuk mengadakan tindakan secepatnya dan
meneruskan perundingan dengan negara peluncur. Ketentuan mengenai
penyelamatan dan pencarian ini tercantum dalam artikel 1l dari Rescue
Agreement 1968.

Jika telah menerima informasi atau mengetahui awak pesawat angkasa
jatuh ke laut bebas atau di tempat yang bukan merupakan wilayah
yurisdiksi dari suatu negara, maka negara peserta perjanjian akan
mengambil tindakan, jika perlu, memberi bantuan yang sungguh-
sungguh di dalam melakukan pencarian dan operasi penyelamatan
kepada awak angkasa yang mengalami hal yang seperti ini untuk
mendapatkan jaminan keselamatan secepatnya. Selanjutnya, negara
yang mendapatkan informasi atau mengetahui tentang hal tersebut akan
memberitahukan kepada negara peluncur dan Sekretaris Jendral PBB
untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Jika awak ruang angkasa menderita kecelakaan, berbahaya, keadaan
darurat atau mendarat tanpa sengara di bawah yurisdiksi dari suatu
negara, maka negara peserta perjanjian akan mengamankan dan
mengembalikan secepatnya kepada perwakilan negara peluncur.

Setiap negara peserta perjanjian yang menerima informasi atau
menemukan benda ruang angkasa ataubagian dari benda ruang angkasa
yang jatuh ke bumi di bawah wilayah yurisdiksi atau wilayah teritorial
dari suatu negara, maka negara tersebut harus memberitahukan kepada
negara peluncur atau kepada Sekretaris Jendral PBB.

Setiap negara peserta perjanjian mempunyai yurisdiksi di wilayah di
mana benda ruang angkasa atau bagian dari benda ruang angkasa yang
telah diketahuinya, atas permintaan dari negara peluncur dan atau
perwakilan dari negara peluincur harus memberi data-data yang lengkap
mengenai benda ruang angkasa yang jatuh tersebut sebelum benda
tersebut dikembalikan oleh negara di mana benda tersebut jatuh kepada
negara peluncur.

. Atas permintaan negara peluncur, benda-benda yang diluncurkan ke
ruang angkasa atau bagian-bagian daripadanya yang ditemukan
melewati perbatasan wilayah negara peluncur, maka benda tersebut
harus diamankan atau dikembalikan kepada perwakilan negara peluncur,
dalam hal ini negara peluncur tetap harus memberi data-data yang
lengkap mengenai benda ruang angkasa tersebut.

Setiap negara peserta perjanjian mempunyai alasan untuk mempercayai
benda angkasa atau mengetahui bagian dari komponen-komponen benda
ruang angkasa tersebut telah berada di bawah yurisdiksi suatu negara
atau diperoleh dari tempat lain yang penuh resiko atau mungkin
mengganggu lingkungan atau alam di sekitarnya, maka negara peluncur
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segera mengambil tindakan di bawah petunjuk dan pengawasan negara
peserta perjanjian untuk menghindari bahaya yang merugikan. Dalam
hal ini, negara peluncur berkewajiban mengeluarkan biaya untuk
memperoleh dan pengembalian kembali benda-benda angkasa yang
jatuh di wilayah yurisdiksi negara lain tersebut.>

%0 Juajir Sumardi, Op. Cit, h. 29-31.



